BAB Il
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A. Partisipasi Masyarakat
Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran
serta. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran
atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta
turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Berdasarkan
pengertian tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara
fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga
akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap
kelompok.'® Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang
diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat.?
Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan
prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat seperti
berikut:
1. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan, dan ketertiban, jika dalam
suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat itu dapat
diharapkan timbul partisipasi yang tinggi.

2. Keterkaitan tujuan hidup untuk berpartisipasi.

19 Herman, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, Jurnal limiah Ekonomi Pembangunan Volume
1, No. 1, 75-98, (Mamuju: STIE Muhammadiyah Mamuju, 2019), hal. 78

20 1bid., hal. 79
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3. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk
menimbulkan partisipasi.

4. Adanya prakarsawan atau orang yang memprakarsai perubahan merupakan
prasyarat lahirnya partisipasi.

5. Iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih
dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah
partisipasi tumbuh.?*

Menurut Adisasmita, partisipasi masyarakat dapat didefinisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.??
Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
untuk menangani masalah, pelaksana upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.??

Menurut Hefifah partisipasi merupakan keterlibatan orang secara
sukarela tanpa tekanan.?* Sedangkan Histiraludin berpendapat bahwa partisipasi
dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses

kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, serta

21 1bid., hal. 79

22 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha limu,
2006), hal. 11

23 Isbandirukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya
Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 21

2 Suci Handayani, Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan
Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama), (Surakarta: Kompip Solo, 2006), hal. 23
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masyarakat dengan pemerintah juga menumbuhkan rasa tanggungjawab

terhadap program yang dilakukan.?® Slamet menyatakan bahwa ada konsep

partisipasi bila dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat yang
demokratis yaitu:

1. Partisipasi sosial (social participation), partisipasi sosial dilakukan supaya
memperkuat mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari partisipasi
sosial merupakan keterlibatan suatu komunitas dalam dunia kebijakan publik
lebih diarahkan sebagai pembelajaran dan mobilisasi sosial.

2. Partisipasi warga (citizen participation) menekankan pada partisipasi
langsung warga masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan kata lain
dari sekedar kepedulian terhadap penerima, menuju suatu kepedulian dengan
berbagai bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pembuatan
kebijakan. Penempatan masyarakat selaku subjek pembangunan mutlak
diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mengawasi dan evaluasi dalam proses
pembangunan.?®

Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan
akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan
kewajiban warga negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam
melangsungkan perumusan program-program pembangunan sesuai yang benar-

benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kepada

% |bid., hal. 24
% Agus Suryono, Teori dan Isi Pembangunan, (Malang: UM Press, 2001), hal. 54
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masyarakat secara terfokus dan terarah. Masyarakat dianggap paling mengetahui

potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kebutuhan masyarakat, maka suatu

perencanaan benar-benar berdasarkan skala prioritas yang bersifat dapat

diterima oleh masyarakat luas dan dianggap layak dipercaya untuk

diimplementasikan program pembangunan secara efektif dan efisien.?’

Wingert merinci partisipasi atau peran serta masyarakat menjadi paham

sebagai berikut:?®

1.

Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan

Paham ini berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan
suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi
oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat menjadikan potensi yang baik
terhadap suatu proyek pembangunan, dan masyarakat berperan atau tempat

untuk konsultasi.?®

. Partisipasi masyarakat sebagai strategi

Paham ini berpendapat bahwa mengendalikan partisipasi
masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari
masyarakat, pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila
masyarakat memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian
masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan dengan baik, maka

keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.°

hal. 67

27 Deddy Supriady dan Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah, (Jakarta: SUN, 2005),

28 Sirajudin, Hak Rakyat Mengontrol Negara, (Jakarta: Yappika, 2006), hal. 67
2 1bid., hal. 68
% 1bid., hal. 69
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3. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
Partisipasi masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk
mendapatkan informasi berupa informasi dalam pengambilan keputusan.
Persepsi ini dilandasi oleh suatu kebijakan bahwa pemerintah dirancang
untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari
masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan
keputusan yang responsif.3!
4. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
Partisipasi masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk
mengurangi konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat yang
ada. Asumsi yang melandasi paham ini adalah bertukar pikiran dan
pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi .3
Dalam suatu program pembangunan terdapat proses yang dilakukan
untuk memperoleh hasil yang baik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan
untuk mencapai hasil tersebut, adapun hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk
mewujudkan hasil yang baik dalam program pembangunan yang paling
mendasar yaitu partisipasi dalam perencanaan (ide planning stage), partisipasi
dalam tahap perencanaan merupakan pelibatan seseorang pada tahap
penyusunan rencana dan strategi dengan cara masyarakat memberikan usulan,

saran, maupun kritik.®® Hal ini juga dapat diartikan sebagai partisipasi buah

31 1bid., hal. 70

32 1bid., hal. 71

3 Valentina Ayu Astika Hagang, et. all., Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Ilmu
Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, 519-530, (t.tp; tp ; 2019), hal. 521
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pikiran, yaitu model yang dalam pelaksanaannya bersifat abstrak atau tidak
nyata tetapi jika dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi
suatu perencanaan. Partisipasi ini berupa sumbangan ide, pendapat atau buah
pikiran yang terstruktur untuk menyusun program.3*

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke
bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini
pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat yang banyak, sehingga
pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan,
masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri
permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan,
melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang
dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.
Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai
pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider
atau pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dari dinamika
pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan,
masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan
mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya

melalui musyawarah rencana pembangunan.®

% 1bid., hal. 522
% 1bid., hal. 523
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Dalam melakukan pembangunan, salah satu faktor yang mempengaruhi
berhasil atau tidaknya visi dan misi dalam pembangunan adalah tingkat
partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan
pembangunan, sebab tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat yang
membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan
pembangunan, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan
tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan.®® Pentingnya partisipasi
masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, maka perlu dilakukan
penyusunan formulasi kebijakan perencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk
merumuskan dan melembagakan program atau kegiatan pembangunan yang
efektif dan efisien, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, selain membangun
kepercayaan dan mengakselerasikan keterpaduan aspirasi masyarakat dalam
perumusan dan penentuan program dari kegiatan pembangunan dengan tetap
menjunjung tinggi norma-norma budaya, etika, dan moral serta sesuai visi dan
misi pembangunan.®’

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan dalam rangka
menyusun rencana kegiatan. Rencana merupakan segala sesuatu yang belum
dilakukan tetapi diharapkan dapat dilakukan. Maka perencanaan partisipatif
adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua
pihak terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak merencanakan secara

bersama-sama (partisipatif) dan terbuka. Dalam proses perumusan visi

3% Arif Budiman, Pembangunan Dilaksanakan dalam Rangka Mencapai Tujuan, (t.tp; tp ;
2006), hal. 43
37 Sahroni, Perencanaan Pembangunan Daerah, (Jakarta: GTZ-Usaid, 2007), hal. 121
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pembangunan daerah sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah
penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum
stakeholders yang ada di level daerah. Perencanaan dilihat sebagai proses
terstruktur yang bertahap dan bertingkat. Perencanaan pembangunan daerah oleh
lembaga teknis didasarkan pada analisis potensi dan kebutuhan daerah, integrasi
rencana spesial, dan rencana pembangunan dari tingkat provinsi maupun
nasional. Aspek tersebut dipadukan dengan alur perencanaan partisipatif untuk
menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pemaduan dua
perspektif, yakni dari hasil masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan,
selanjutnya menjadi dasar bagi para perencana dalam menyusun dokumen
perencanaan yang diterima semua pihak yang sekaligus sesuai dengan norma
dan standar nasional.®

Dengan demikian, untuk menerapkan perencanaan partisipatif dalam
pembangunan daerah masih diperlukan upaya untuk mendesain model
partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan, terutama menyangkut lingkup
partisipasi yang sesuai. Di sisi lain, implementasi konsep perencanaan
partisipatif juga tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sejumlah prasyarat yang
mencakup perubahan struktur dan kultur dalam masyarakat daerah, antara lain:
a) adanya upaya pelibatan seluruh stakeholders, b) adanya upaya pembangunan
institusi masyarakat yang kuat dan legitimate, ¢) adanya proses politik melalui

upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan

3 Asri Lubis, Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Jurnal
Tabularasa PPS UNIMED Vol. 6 No. 2, (t.tp; tp ; 2009), hal. 189
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bersama (collective agreement), dan d) adanya usaha pemberdayaan masyarakat
sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya; kapasitas yang
dimilikinya; mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi
kebutuhannya tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai
dengan kapasitasnya. Upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaan
pembangunan partisipatif seharusnya lebih berfokus pada pengembangan
kapasitas di tingkat sistem, institusi, dan individu untuk menjamin kontinuitas

perkembangan inovasi dan konsepnya pada masa yang akan datang.*

. Pendataan Desa

Pendataan merupakan suatu proses pencatatan keterangan yang benar
dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian
tertentu. Pencatatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumentasi atau arsip yang
dapat dipergunakan untuk suatu keperluan. Pendataan juga dapat didefinisikan
sebagai proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat
dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis pendataan lebih berkaitan
pengumpulannya secara empiris.*°

Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu
golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat
kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga
masyarakatnya bermata pencaharian dibidang agraris dan kelautan. Desa

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

39 Ibid., hal. 190
40 H.M. Jogiyanto, Analisa dan Design Sistem Informasi, (Jakarta, BSI Press, 1999), hal. 23



24

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai
dengan pengertian yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.**

Adapun menurut Mashuri Maschab, pengertian desa terdiri dari tiga
penafsiran atau tiga pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang
menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk
yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka
saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta
banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian
sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup
secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan
sosial, dan adat atau tradisi yang masih kuat. Sedangkan yang kedua, pengertian
secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di
sekitarnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, di mana desa sebagai
suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik
mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan

negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu

4l Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa
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kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan
sendiri”.%?

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan
hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat
tersebut mengadakan pemerintah sendiri.** Sedangkan definisi desa menurut
Talizihudu Ndraha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa, adalah
kesatuan organisasi pemerintah yang terendah, mempunyai batas wilayah
tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan masyarakat hukum yang
berhak menyelenggarakan rumah tangganya.**

Menurut Eddi Handono dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat
Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua
gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas
dalam kesatuan geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan
baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung
secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih
sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan
organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi

kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur

pemerintahan negara.*®

42 Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: Fisipol UGM,
2013), hal. 2

43 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 280

4 Talizihudu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: PT Bina Aksara,
1981), hal. 13

4 Eddie B. Handono, Kumpulan Modul APBDes Partisipatif Membangun Tanggung Gugat
Tentang Tata Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: FPPD, 2005), hal. 132
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Ciri-ciri umum desa menurut Subhartono, yaitu: (1) pada umumnya
terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani, (2) dalam wilayah
itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor tanah
menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun
kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi
penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) kontrol sosial
lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal
dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif
tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.*®

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa
bisa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan
potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda
pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan,
pelayanan publik, serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik,
transparansi, dan akuntabel .4’

Pendataan desa merupakan pemutakhiran data Indeks Desa
Membangun (IDM) yang lebih detail lagi, lebih mikro, sehingga bisa
memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman

data-data pada level RT, keluarga, dan masyarakat.*® Pihak yang terlibat dalam

4 Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), hal.
14

47 Ibid., hal. 15
4 Adis Imam Munandar, et. all., Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia,
(Jakarta: tp ; 2019), hal. 53
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proses pemutakhiran pendataan desa adalah Kelompok Kerja Relawan
Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi,
dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Perangkat indikator yang
dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan
konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi
menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan
desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa.*® Indeks Desa
Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan
implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta
pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi
dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari
pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan

karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.>°

. Sustainable Development Goals (SDGSs) Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable
Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di
Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda
Pembangunan Global. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan
kelanjutan dan penyempurnaan dari Millenium Development Goals (MDGs)

yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015. SDGs merupakan

49 1bid., hal. 54
% 1bid., hal. 55



28

penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena
komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia,
namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan
lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan
penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau
human well-being. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan
yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap
alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi
mendatang.”® Sebagai sebuah dokumen agenda pembangunan, SDGs harus
menjadi ruh dokumen-dokumen perencanaan pembangunan negara-negara yang
terlibat menandatanganinya. Tentu, sebagai sebuah kebijakan perencanaan
pembangunan, pelaksanaan SDGs harus melibatkan aktivitas monitoring serta
evaluasi sebagai bahan masukan kebijakan serta informasi yang terstruktur
untuk stakeholder kebijakan.?

Wujud komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDGs ditunjukkan
dengan kehadiran Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada Sidang Umum
PBB untuk penandatanganan SDGs pada tahun 2015: pengarusutamaan 17
tujuan dan 169 sasaran SDGs pada tahun 2030 dalam agenda pembangunan
nasional, dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, mengedepankan
kearifan lokal serta prinsip no one left behind.>® Pada tahun yang sama, sidang

kabinet Indonesia Kerja menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya

1 Armida S A dan Endah M, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep,
Target, dan Strategi Implementasi, (Bandung: Unpad Press, 2018), hal. 6

52 1bid., hal. 7

5 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 12
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menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam
bentuk Peraturan Presiden. Pada awal tahun 2016, penyusunan kerangka hukum
pelaksanaan SDGs dimulai dengan prinsip keterbukaan dan partisipatif, dengan
keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk
SDGs. Pada tahun berikutnya Presiden Jokowi Widodo menandatangani
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini memuat 17
tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengatur peran masing-masing
kementerian lembaga, serta peran dan keterlibatan stakeholder non pemerintah,
seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha,
dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).>

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk
mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara.
Sebagai bagian dari PBB, Indonesia bersama 192 negara lainnya turut serta
mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Dalam proses
pembangunan tidak ada satu pun pihak yang boleh puas hanya berperan selaku
“penonton” yang pasif dan pasrah terhadap keadaan, akan tetapi seyogyanya
dalam batas-batas tertentu turut aktif sebagai “pemain” yang bertanggung jawab
sesuai dengan kapasitas dan proporsinya. Konsekuensi logis dari pernyataan
bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat adalah bahwa seluruh masyarakat,

baik secara sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis

5 1bid., hal. 12



30

organisasi yang terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan
aktif dalam proses pembangunan.®® SDGs merupakan inisiatif global yang
bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam
aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan.*® SDGs di
tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai
SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam
SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa
pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik
antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan
dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.®’
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017
telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan SDGs. SDGs memiliki 17
tujuan atau goals yang harus dicapai.®® Diantaranya dirangkum sebagai berikut:
1. Mengakhiri bentuk kemiskinan di manapun
Kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi pendapatan rata-rata
penduduk dengan pertimbangan kemampuan daya beli (Purchasing Power
Parity) berada kurang dari 1,25% Amerika per hari. Oleh karenanya
pemerintah memiliki kewajiban agar setiap warga negara memiliki akses

terhadap pelayanan dasar dan hak untuk menikmati standar kehidupan yang

55 Arief Budiman, Sosiologi Pembangunan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 54

%6 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 5

5 1bid., hal. 6

% Fahmi Irhamsyah’, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi
Ketahanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 38, (t.tp; tp ; 2019), hal. 52
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layak serta berupaya mengentaskan kemiskinan dengan program-program
jaminan sosial.>®
. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Indikator tujuan kedua ini disepakati dengan menggunakan skema
PoU (Prevalence of Undernourishment) sehingga ketahanan pangan bagi
masyarakat dapat diukur dengan Undernourishment atau ketidakcukupan
pangan, apakah seorang warga negara secara reguler telah mampu
mengkonsumsi makanan untuk dapat hidup normal, sehat, dan aktif.
Ketahanan pangan bagi sebuah bangsa akan berimplikasi pada kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang. Sebab konsumsi
makanan yang tidak berkualitas akan mempengaruhi gizi anak-anak.5°
. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk
seluruh usia

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang mengikat
dan saling mempengaruhi satu sama lain pada diri tiap warga negara. Oleh
karenanya negara harus menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara
dan melakukan upaya-upaya preventif agar masyarakat tidak terpapar
berbagai penyakit menular. Perizinan pembangunan di seluruh wilayah
Indonesia harus memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),

sanitasi serta dampak sosialnya bagi masyarakat sekitar.*

% lbid., hal. 54
% 1bid., hal. 55
%1 1bid., hal. 56
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4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
Pemerintah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas di
seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menghasilkan Sumber Daya
Manusia yang unggul. Kesempatan belajar sepanjang hayat adalah
implementasi dari undang-undang yang mewajibkan wajib belajar sembilan
tahun. Negara menjamin seluruh warga negara untuk dapat mengakses
pendidikan berkualitas dengan dukungan penuh negara sehingga keluarga
dengan berbagai latar belakang ekonomi dapat mengenyam pendidikan yang
berkelanjutan.5?
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
Akses pendidikan dan pekerjaan sejatinya menjadi kodrat
kemanusiaan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang gender.
Negara harus hadir agar tidak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kaum
perempuan, sebagaimana negara harus hadir pada ketidakadilan yang muncul
dari ketidakpahaman warga masyarakat tentang studi gender.53

6. Ringkasan tujuan ke -6 hingga 17 ada pada tabel berikut:®*

%2 1bid., hal. 57
83 1bid., hal. 58
% 1bid., hal. 59
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Gambar 2. 1
Tujuan SDGs

SDGs sebagai agenda global perlu disinkronisasi dengan kepentingan
nasional, sebab kondisi sosial, ekonomi dan demografi tiap negara berbeda satu
sama lain. Pemerintah Indonesia telah memiliki nawacita sebagai agenda dan
kepentingan nasional. Untuk itu perlu kiranya sinkronisasi antara nawacita

dengan SDGs sebagai berikut:%

Tabel 2. 1
Sinkronisasi antara Nawacita dengan SDGs

Nawacita SDGs

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi | Goal 3, 10, 16, 17
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan | Goal 16
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan | Goal 1-11

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara

kesatuan

A. Menolak negara lemah dengan melakukan | Goal 14-16

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya

% Ibid., hal. 65
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5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia | Goal 1-6

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing | Goal 1-10
di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia
bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan | Goal 1-5, 8, 9, dan 12-
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi | 15
domestic

8. Melakukan revolusi karakter bangsa Goal 3-4 dan 11

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat | Goal 5, 10, 16, 17
restorasi sosial Indonesia

Daya dukung pencapaian tujuan nasional memasuki tahun 2019

mengalami penambahan dari sisi kuantitas disebabkan tingkat pertumbuhan
penduduk yang terus meningkat dan puncaknya diproyeksikan Indonesia akan
mengalami bonus demografi. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu poin
dalam asas ketahanan nasional, yaitu asas mawas keluar. Asas mawas keluar
secara teoritis bertujuan untuk dapat mengantisipasi ancaman dan ikut berperan
serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta
menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia

internasional.5®

Untuk memastikan SDGs berjalan dalam koridor kepentingan nasional,
maka salah satu instrumen yang perlu diperkuat adalah studi mengenai
ketahanan nasional. Studi ini menjadi penting sebab dalam pelaksanaan SDGs,
Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia akan juga memasuki bonus
demografi disaat banyak negara mulai mengalami krisis bahkan stagnasi
demografi. Maka, menjadi kebutuhan mendasar jika generasi millenial dan

generasi Z yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional di masa yang

% 1bid., hal. 70
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akan datang sudah mulai mempelajari dengan baik studi ketahanan nasional
sejak di bangku sekolah maupun Universitas sehingga SDGs dapat tercapai,
kepentingan nasional dapat tercapai dan ketahanan nasional dapat berperan
maksimal untuk mencetak pemimpin unggul yang mampu memajukan bangsa

Indonesia di masa yang akan datang.®’

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan
nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang
dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Dalam struktur pemerintahan,
desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung
berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap
program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.
Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses di mana
usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah.
Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Sehingga dalam konteks pembangunan, paling tidak terdapat dua stakeholder
(pemangku kepentingan) yang berperan utama dan sejajar yaitu pemerintah dan

masyarakat.5®

Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki
kompleksitas persoalan sosial-ekonomi. Desa adalah basis evidensial untuk

mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila permasalahan

57 1bid., hal. 71
68 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 8
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sosial-ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan di
Indonesia akan terselesaikan. Artinya, akar persoalan pembangunan di Indonesia
ada di desa. Desa adalah sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah
kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan
juga rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah
dibandingkan dengan kota. Karena itulah, memperbaiki pembangunan manusia,
meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan

Indonesia Maju, mulailah dari desa.®®

Faktanya, dalam banyak momentum, baik dalam aspek sosial dan
ekonomi, desa membuktikan sebagai entitas sosial yang paling tangguh, paling
kuat bertahan dari krisis, begitu pula desa memiliki ketahanan sosial ekonomi
yang paling kuat daripada kota. Selain itu, apabila ditinjau dari aspek
kewilayahan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri wilayah perdesaan mencapai 91 persen dari keseluruhan wilayah
Indonesia. Sedangkan dari aspek kependudukan, dapat dilihat dalam data Badan
Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa penduduk desa mencapai 43 persen
dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, bukan hal yang luar
biasa apabila kebijakan pembangunan di Indonesia dipusatkan di desa. Karena,
desa merupakan kekuatan Indonesia, desa menjadi penyangga kehidupan sosial

ekonomi Indonesia, dan desa merupakan pembentuk Indonesia.”

% Ibid., hal. 9
0 Boge Triatmanto, Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainbailty Development Goal’s
(SDGs), (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2021), hal. 13
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Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Pasal 78, menegaskan konsep tiga
level pembangunan, yaitu level norma, level tujuan, dan level metode.”* Norma
menduduki posisi paling abstrak, tujuan merujuk pada struktur baru yang
diharapkan, sedangkan metode menjelaskan strategi, mekanisme atau tata cara
guna mencapai tujuan dan menggapai norma tersebut.”> Ayat 3 menegaskan
abstraksi  norma pembangunan, vyaitu kebersamaan, kekeluargaan,
kegotongroyongan, pengarusutamaan perdamaian, dan keadilan sosial.”® Ayat 1
membeberkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan, kualitas hidup
manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Ayat 1 juga menunjukkan strategi,
mekanisme, atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan desa tersebut, yaitu
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan.”

Bagi desa-desa di Indonesia, pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa
benar-benar dibutuhkan. Bahkan, SDGs Desa menjadi acuan utama
pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs teruji
memudahkan pengukuran pembangunan. Ukurannya sendiri menyeluruh
terhadap aspek-aspek kehidupan warga dan lingkungannya. Karena itu,

pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi

"1 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 30

2 |bid., hal. 30

73 Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa
7 Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa
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jelas dan rinci dalam tujuan-tujuan yang holistik.” Dapat dirumuskan pelokalan

SDGs sebagai SDGs Desa sebagai berikut:

DESA TANPA
KEMISKINAN

PENDIDIKAN
DESA BERKUALITAS

KETERLIBATAN DESA LAYAK
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Gambar 2. 2
Pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa

Berdasarkan gambar di atas dapat dirumuskan arti serta maksud pelokalan SDGs

sebagai SDGs Desa sebagai berikut:

1. SDGs Desa nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan, diksi dipilih daripada no
poverty atau mengakhiri kemiskinan. Ikon tabungan jago menunjukkan
kekhasan warga desa untuk mengakhiri kemiskinan dengan memulai
tabungan meskipun ditabung di dalam rumah.

2. SDGs Desa nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan, diksi dipilih daripada zero
hunger atau mengakhiri kelaparan. Ikon bakul nasi menandai terbebasnya
warga dari kelaparan, karena sudah bisa makan nasi yang menjadi persentase
pengeluaran terbesar keluarga-keluarga di desa saat ini.

3. SDGs Desa nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera, diksi dipilih daripada good

health and well-being atau kesejahteraan yang baik dan kesejahteraan. lkon

5 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 78
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detak jantung yang bermakna kehidupan disusun lebih manusiawi dengan
menambahkan tangan manusia.

. SDGs Desa nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas, diksi dipilih daripada
quality education atau pendidikan bermutu. Ikon warga desa membaca, yang
ditandai warga bercamping, merujuk pada pendidikan seumur hidup melalui
keberlanjutan membaca informasi baru.

. SDGs Desa nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa, diksi dipilih daripada
gender equality atau kesetaraan gender, karena menunjukkan persoalan yang
lebih dominan di desa untuk mencapai kesetaraan gender adalah peningkatan
keterlibatan perempuan. Ikon serupa dengan SDGs.

. SDGs Desa nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, diksi dipilih
daripada clean water and sanitation atau akses air bersih dan sanitasi. Ikon
kendi berisi air lebih dikenal khalayak desa, yang menandai akses terhadap
air minum yang layak.

. SDGs Desa nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, diksi dipilih
daripada affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau.
Ikonnya merujuk pada energi bersih dan terbarukan yang bisa dipraktekkan
di desa, berupa pembangkit listrik dari kincir angin.

. SDGs Desa nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, diksi dipilih
daripada decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi. Ikon pertumbuhan ekonomi diletakkan pada warga

desa bercaping agar terasa lebih dekat pada lingkungan desa.
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9. SDGs Desa nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, diksi

10.

11.

12.

13.

daripada industry, innovation, and infrastructure atau infrastruktur, industri,
dan inovasi. lkon jalan yang sangat panjang merefleksikan kebutuhan khas
desa nusantara, di mana selama ini dana desa juga diarahkan sesuai kebutuhan
pembangunan 121 ribu km jalan tersebut.

SDGs Desa nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan, diksi dipilih daripada
reduced inequalities atau mengurangi ketimpangan. Ikon timbangan yang
sejajar antar penduduk desa bercaping mengindikasikan kesejahteraan yang
merata, sehingga warganya berdiri sejajar satu sama lain.

SDGs Desa nomor 11: Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, diksi
dipilih daripada sustainable cities and communities atau kota dan komunitas
yang berkelanjutan. Ikon rumah khas di desa dengan lingkaran tidak terputus
menandai permukiman desa yang terus lestari dan berkelanjutan.

SDGs Desa nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, diksi
dipilih daripada responsible consumption and production atau konsumsi dan
produksi yang bertanggung jawab. lkon berupa warga desa membuang
sampah ke tong sampah yang terseleksi, karena lebih jelas menunjukkan
pengumpulan sampah terpilah, agar digunakan lembaga bank sampah untuk
diolah kembali menjadi barang produktif.

SDGs Desa nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim, diksi dipilih daripada
climate action atau penanganan perubahan iklim. Karena iklim merujuk pada
kondisi regional sampai global, sehingga peran utama desa bukan terutama

menanganinya, melainkan tanggap melakukan mitigasi perubahan iklim. Ikon
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15.

16.

17.

18.
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kebebasan anak-anak bermain air hujan menunjukkan iklim yang terjaga,
sehingga menyehatkan bagi manusia, bahkan bagi anak-anak sekalipun.
SDGs Desa nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut, diksi dipilih daripada
life below water atau menjaga ekosistem laut. Ikon nelayan desa menebar
jalan di pesisir yang dangkal mengilustrasikan ekosistem lautan yang terjaga
sehingga mudah untuk menjala ikan.

SDGs Desa nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat, diksi dipilih daripada
life on land atau menjaga ekosistem darat. Ikon sawah yang subur hingga
membuahkan padi bermakna menandai lingkungan yang tetap terjaga
kelestariannya.

SDGs Desa nomor 16: Desa Damai Berkeadilan, diksi dipilih daripada peace,
justice, and strong institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan
yang kuat. Ikon kentongan menandai desa yang aman, damai, dan
berkeadilan.

SDGs Desa nomor 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa, diksi dipilih
daripada partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan.
Ikon hubungan antara warga dan pihak-pihak lain menekankan kemitraan
yang berguna.

SDGs Desa nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa
Adaptif, tambahan untuk menunjukkan kekhasan pembangunan desa

Indonesia. lkon pembangunan desa sesuai mandat menyusun prioritas
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pembangunan desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.’

D.Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Landasan untuk melaksanakan pemutakhiran pendataan SDGs Desa ini
telah diatur dalam Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pedoman
umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa,
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota.””
Adapun tujuan dari dibuatnya pedoman umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar
perencanaan pembangunan.
2. Mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai
dengan kondisi objektif desa.
3. Memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada

pencapaian SDGs Desa.

6 Kemendesa, “Dari TPB ke SDGs Desa” dalam https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/dari-tpb-
ke-sdgs-desa/, diakses 3 Januari 2022
7 Halim Iskandar, SDGs Desa..., hal. 39
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4. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
desa.

5. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

6. Mengonsolidasikan kepentingan bersama.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

8. Meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai
dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa.’

Berikut  merupakan tahapan-tahapan pendataan  Sustainable

Development Goals (SDGs) Desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 21 tahun

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa:

Bagian Kedua

Pendataan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15
(1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2
(dua) tahap, yaitu:
a. Pendataan Desa tahap awal; dan
b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

8 Rahman, “Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa” dalam https://www.berbagidesa.com/2021/02/permendes-pdtt-no-21-2020-
pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-desa.html, diakses 4 Januari 2022
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(3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a merupakan data dasar SDGs Desa.

(4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk
menggambarkan kondisi objektif Desa.

(5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke
dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk
diubah menjadi data digital.

(6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
a. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Tenaga pendamping profesional;
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
d. Pihak Ketiga.”

Pada Pasal 15 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 telah dipaparkan
bahwa pendataan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dilakukan
melalui dua tahap yaitu tahap awal dan tahap pemutakhiran. Sasaran dari
pendataan tersebut memuat mengenai data kewilayahan dan data kewargaan
yang menggambarkan kondisi objektif desa, kemudian data tersebut diubah
menjadi data digital yang dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disiapkan
oleh Kementerian.

Paragraf 2
Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16
(1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh
kelompok kerja Pendataan Desa.
(2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan
kemampuan dan keahlian;

7 pasal 15 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
(4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling
sedikit meliputi:
a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh
seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tant;
Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
Organisasi atau kelompok perajin;
Organisasi atau kelompok perempuan;
Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
Kader kesehatan;
Penggiat dan pemerhati lingkungan;
. Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai
kondisi objektif Desa.
(5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

—RT T SQ@ohe 00T

Pada Pasal 16 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 telah dipaparkan
bahwa dalam melaksanakan pendataan, pemerintah dibantu oleh kelompok kerja
pendataan atau dapat disebut sebagai relawan pendataan (enumerator). Relawan
ini nantinya dibentuk langsung oleh Kepala Desa dengan sistematika terdiri dari
pembina, ketua, sekretaris, serta anggota. Komponen yang berada dalam relawan
desa sendiri berasal dari unsur perangkat desa serta masyarakat yang berada di
desa dari mulai tokoh adat, karang taruna, dan lain sebagainya.

Pasal 17
(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a merupakan sensus partisipatoris.
(2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.

(3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara;

8 pasal 16 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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a. Menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;

b. Memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok
kerja Pendataan Desa; dan/atau

c. Memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di
Sistem Informasi Desa.

(4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data

SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dengan cara:

a. Membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan
kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau
keluarga; dan

b. Melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data
SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan Kondisi objektif yang ada di
tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.

(5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan mengenai data

SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa
berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(5)_81

Pada Pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 telah dipaparkan
bahwa pendataan desa dilakukan secara sensus partisipatoris. Suatu pendekatan
partisipatoris lebih menyentuh pada akar sumber pelaku pembangunan, karena
sebagaimana dikemukakan oleh Pretty dan Guijt, bahwa: ‘“Pendekatan
partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang
sistem kehidupan mereka sendiri, pendekatan ini harus menilai dan
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan
sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini
memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping
bantuan pembangunan, ringkasnya diperlukan suatu paradigma baru.”

Partisipatoris dapat saja diartikan sebagai suatu proses kegiatan pembangunan

8 pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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yang di dalamnya terjadi keterlibatan stakeholders (masyarakat pelaku
pembangunan).8?

Pada Pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 telah disebutkan
bahwa sensus partisipatoris dilakukan dengan cara melibatkan seluruh warga
desa secara inklusif. Ini memberikan definisi bahwa pendataan SDGs Desa
dilakukan dengan cara menyasar setiap individu yang berada di desa, hal ini
dapat dikuatkan dengan terdaftarnya individu masyarakat di dalam sebuah Kartu
Keluarga yang berada di desa. Pada Pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun
2020 telah dipaparkan bahwa pendataan juga dilakukan secara inklusif, inklusif
memberikan pengertian bahwa berasal dari kata “inclusion” yang berarti
mengajak masuk atau mengikutsertakan.®® Jika dilihat dari istilah, artinya
menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain dalam melihat yang ada
di sekitarnya, melihat dunia, singkatnya berusaha menggunakan sudut pandang
orang lain dalam memahami masalah. Dalam hidup bermasyarakat tiap-tiap
orang semestinya bisa bersikap yang inklusif. Inklusif merupakan cara untuk
membuat hubungan antar manusia menjadi lebih serasi dengan memahami sudut
pandang yang berbeda-beda. Jika inklusif bisa diaplikasikan dalam lini
kehidupan, maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil untuk semua
orang.8* Sikap inklusif menjadi pendekatan untuk membangun dan

mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka, mengajak, dan

82 Ernawati, Partisipasi Publik, Konsep dan Metode, Jurnal limiah, Volume XVIII, No. 1, 1-
30, (t.tp; tp ; 2002), hal. 2

8 Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 316

8 Ananda, “Pengertian Pendidikan Inklusif dan Bedanya Dengan Eksklusif” dalam
https://www.gramedia.com/literasi/pendidikan-inklusif/, diakses 11 April 2022
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mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang,
karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya.
Masyarakat inklusif merupakan kondisi masyarakat yang di mana masyarakat
tersebut bisa menerima segala keberagaman dan perbedaan serta
mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur dalam
kehidupan masyarakat. Sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat memiliki
beberapa manfaat, antara lain:
1. Memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Kehidupan masyarakat yang terbuka dan cerdas.
3. Dapat menghargai perbedaan yang ada sebagai sesuatu yang wajar.
4. Tidak ada lagi perbedaan yang membedakan dalam lingkungan masyarakat.
5. Bisa lebih mengembangkan kecakapan berkomunikasi secara produktif yang
berguna mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.
6. Adanya calon-calon pemimpin di masa depan yang bisa disiapkan untuk bisa
berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam masyarakat.®

Pasal 17 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 juga memberikan
arahan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendataan desa ini untuk
memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada pihak pendata,
karena data ini nantinya akan dijadikan tolak ukur untuk melihat perkembangan
masyarakat di desa, sehingga untuk mewujudkan tujuan dari SDGs Desa lebih

mudah. Purwadarminta menerangkan bahwa benar itu adalah keadaan yang

8 Nucholis Madjid, Figh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta:
Paramadina, 2004), hal. 63
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cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya, benar juga merupakan

sesuatu yang sungguh-sungguh ada, benar juga didasari dengan kejujuran serta

kelurusan hati.8 Sementara itu menurut Abbas Hammami, benar bisa digunakan

sebagai suatu kata benda yang konkrit maupun abstrak.®” Sedangkan lengkap

memiliki arti bahwa tidak ada kurangnya atau genap,® dan akurat memiliki

definisi yaitu teliti serta tepat benar, dengan kata lain akurat merupakan kata sifat

yang digunakan untuk menerangkan suatu kata dan menekankan suatu keadaan

yang tepat sasaran, tidak meleset dan sempurna.®®

Pasal 18

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
didanai dengan Dana Desa.
(2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

®

Dana pembekalan;

b. Dana transportasi;
C.
d. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random

Dana konsumsi;

access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh
empat) gigabyte;

Pulsa internet bulanan; dan/atau

Dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.*°

Pada Pasal 18 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 telah dijelaskan

bahwa segala komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan seperti

8 |dzam Fautanu, Filsafat llmu: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Referensi, 2012), hal. 96

87 A Susano, Filsafat llmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan
Aksiologis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 85

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti kata lengkap” dalam https://kbbi.web.id/lengkap,
diakses 11 April 2022

8 Indra Rasyid, “Arti Akurat Adalah: Definisi Dan 12 Sinonimnya — Akurat Artinya” dalam
https://www.pinhome.id/blog/arti-akurat-adalah-definisi-dan-12-sinonim-akurat-artinya/, — diakses

11 April 2022
% pasal 18 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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pembekalan, transportasi, konsumsi, pulsa internet dan lain-lain didanai dengan
dana desa dan ditentukan melalui musyawarah desa.

Paragraf 3
Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 19
(1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
(3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab kepala Desa.%

Pada Pasal 19 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 dijelaskan bahwa
Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pendataan desa tahap pemutakhiran.

Paragraf 4
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 20
(1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. Menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan
tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
b. Merawat dan melindungi data SDGs Desa;
c. Melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
d. Menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan
tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.®?

Pada Pasal 20 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 dijelaskan bahwa

desa adalah pemilik data dasar SDGs Desa dan data hasil pemutakhiran. Kepala

%1 Pasal 19 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

92 pasal 20 Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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Desa memiliki kewajiban dalam mengolah data dengan cara menetapkan data

dasar di Sistem Informasi Desa serta melindungi data tersebut.

E. Magashid Syariah
Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dapat diartikan
bahwa Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan
alam semesta serta kontra terhadap kekerasan terhadap sesama manusia dan

semesta.®® Adapun penjelasan secara terperinci mengenai Islam rahmatan il

alamin adalah sebagai berikut:

1. Berperikemanusiaan (al-Inasaniyah), kemanusiaan maksudnya adalah bahwa
Islam sesuai dan selalu mengakomodasi semua kebutuhan dan karakter
manusia. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan dan
tidak ada syariat yang tidak mengandung maslahat manusia, karena syariat
Islam tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, hampa dan tanpa manfaat.%*

2. Mendunia (al-Alamiyah), mendunia memiliki maksud bahwa syariat Islam
tidak dibatasi oleh geografis wilayah tertentu, suku, ras, dan bangsa tertentu
atau iklim serta geopolitik tertentu. Karena syariat ini berasal dari Tuhan
semesta Alam, Allah SWT.%

3. Realistis (al-Wagqi’iyah), merupakan karakter Islam yang bermakna bahwa

Islam mengajarkan manusia untuk mampu memahami dan memaklumi

% Khairan Muhammad Arif, Islam Rahmatan Lil Alamin From Social And Cultural
Perspective, Jurnal Studi dan Pemikiran Islam, Volume 12, Nomor 2, (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. 172

% 1bid., hal. 173

% |bid., hal. 174
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dengan realistis, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, tidak ada zat lain yang
menciptakannya, sesuai dengan kondisi riil dan ilmiah yang tidak
terbantahkan oleh akal dan logika manapun di dunia.®

. Komprehensif (as-Syumul), komprehensif merupakan keseluruhan atau
totalitas ajaran syariat Islam, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di
dunia dan akhirat. Komprehensif dalam Islam bermakna mengatur semua
dimensi diri manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT dan mengatur
serta membimbing dan membina seluruh aspek kehidupan manusia dengan
manusia lainnya dan lingkungannya secara integral, seimbang, dan
bersinergi. Sehingga bidang ibadah tidak menjadi penghalang atau pengurang
bidang muamalah, ibadah tidak mendistorsi dan menzalimi muamalah
demikian pula sebaliknya. Keduanya berjalan secara harmonis.®’

. Antara Konstanitas dan Fleksibilitas (as-Tsawabit dan al-Mutaghayirat),
yaitu karakter ajaran Islam yang terklasifikasi dengan indah dan penuh
hikmah dan rahasia tinggi dari Allah, ajaran Islam yang tergolong konstan
ajeg dan abadi tidak pernah berubah, seperti seluruh jenis rukun iman dan
rukun Islam.%

. Toleransi dan Memudahkan (as-Samhah dan at-Taisir), merupakan ajaran
yang sangat menghindari kesulitan bagi umat manusia dalam memahami dan
mengimplementasikannya, sehingga tidak ada ranah syariat Islam yang sulit

kecuali dimudahkan oleh Allah SWT. Ini bukan berarti semua ajaran syariat

% 1bid., hal. 175
7 1bid., hal. 176
% lbid., hal. 177
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Islam seluruhnya mudah, karena itu tidak sesuai dengan logika manusia,
sebab sulit dan mudah dua hal yang ditakdirkan Allah SWT kepada makhluk-
Nya, juga kepada syariatnya. Sebagaimana Allah mentakdirkan ada yang
kaya dan ada yang miskin, siang dan malam, dan sebagainya. Toleransi dan
kemudahan yang dimaksud disini adalah bahwa Allah SWT menjadikan
ajaran Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik bagi
hamba-Nya bukan yang sulit dan buruk. Oleh karenanya ajaran Islam sangat
menghindari pemahaman radikal, keras, dan intoleran kepada orang lain.%
Aspek terpenting dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin atau
membawa kebaikan universal adalah terpenuhinya magashid syariah. Secara
bahasa, magashid syariah terdiri dari dua kata yakni, magashid dan syariah.
Magashid adalah bentuk jamak dari magshid yang berarti kesengajaan atau
tujuan, syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini
dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.'® Menurut
asy-Syatibi, magashid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih
memperhatikan kepentingan umum. Imam asy-Syatibi berpandangan bahwa
tujuan utama dari magashid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan
tiga kategori hukum antara lain:
1. Daruriyyat
Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam

kategori ini ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan, yaitu memelihara

% Ibid., hal. 178
10 Ahmad ar-Raysuni, Nadzariyat al-Magashid ‘inda al-lmam asy-Syathibi, (Beirut:
International Islamic Publishing House, 1995), hal. 10
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agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan

101 Dalam kebutuhan

dan keturunan, serta memelihara harta benda.

daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ada lima
hal yang paling mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya
harus dijaga serta dilindungi atau dipelihara, antara lain sebagai berikut:

a. Memelihara agama (hifdz ad-din), menjadi haq attadayyun (hak
beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran
agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun
juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat
dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun orang beda
agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk
menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman
seseorang.%?

b. Memelihara jiwa (hifdz an-nafs), menjadi haq alhayat (hak hidup). Hak
ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini
seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih
baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada
perbaikan kualitas hidup manusia seutuhnya.%®

c. Memelihara akal (hifdz al-aqgl), yaitu haq al-ta’lim (hak mendapatkan

pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga

101 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqgashid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta: Rajawali
Press, 1996), hal. 43

102 Al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hal. 8

108 |bid., hal. 9
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kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan
akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada
dalam masyarakat.'%*

d. Memelihara harta (hifdz al-mal), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini
tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari
gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang
untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam arti luas, hak ini
memberikan wewenang seseorang untuk dapat membuka lapangan
pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi
hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang
sejahtera.1®

e. Memelihara kehormatan dan keturunan (hifdz al-ird), menjadi hag-intirom
al-insani (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya
untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang
lain. Pelestarian budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga
kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas,
menjaga kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak
menjaga kehormatan. %

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak
daruriyyat adalah bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu,

lebih dari itu merupakan upaya represif yang seharusnya diimplementasikan

104 1bid., hal 10
105 1pid., hal. 11
196 1hid., hal. 12
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untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial,
intelektual, dan budaya.
2. Hajiyyat
Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, dapat
dijabarkan bahwa kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan,
menanggulangi beban yang ditangguhkan dalam kehidupan. Dalam kajian
figh-ushul figh, uraian tentang ini bersifat ritual vertikal. Beban ekonomi,
beban sosial, beban politik, dan lain sebagainya adalah berbagai beban
kehidupan yang secara riil membutuhkan kemudahan dari teks keagamaan.
Dengan demikian magashid syariah tidak akan pernah kehilangan konteks
dengan kehidupan riil masyarakat. Sudah selayaknya kajian ini harus
diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus sosial yang ada dalam
masyarakat.'’
3. Tahsiniyyat
Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, tingkat kebutuhan ini
berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka

tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. %

107 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid..., hal. 44
108 |bid., hal. 45
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F. Telaah Sustainable Development Goals (SDGs) Berdasarkan Perspektif

Magashid Syariah

Perlindungan agama pada era globalisasi diarahkan pada terwujudnya
perilaku religius yang mencerminkan kedamaian dan keadilan. Hal ini selaras
dengan 17 poin The Global Goals SDGs yang pada dasarnya juga mengusung
perdamaian dan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan umum. Hal ini selaras
dengan kandungan QS. An-Nahl ayat 90:
sy Sl y [R5 Lntall o s o 53 (sl a5 gl SRl &)
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 1%
Dan hadis riwayat Abu Musa al Asy’ari Ra: Para sahabat bertanya: “Wahai
Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang lebih utama?”. Rasulullah SAW
bersabda: “Muslim yang membuat orang lain selamat dari (keburukan), lisan
(perkataan), dan tangan (perbuatan)-nya .11

Dari ayat dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang muslim
hendaknya bisa berkontribusi positif kepada orang-orang yang ada disekitarnya
dan lingkungannya. Baik melalui perkataan dan perbuatan, jika belum mampu
minimal perkataan dan perbuatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi

orang lain. Perlindungan jiwa raga diarahkan pada realisasi kesehatan yang baik

109 QS. An-Nahl ayat 90
110 1zz al-Din bin Zaghifah, al-Magashid al-Ammabh li al-Syari’at at-1slamiyah, (Kairo: Dar
al-Shafwah li al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 1996), hal. 212
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dan kesejahteraan umum. Kesehatan yang baik terkait dengan kesehatan fisik,
sedangkan kesejahteraan umum terkait dengan kesehatan psikis. Dalam Islam,
kesehatan harus difungsikan semaksimal mungkin untuk aktivitas-aktivitas yang
bermanfaat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW
bersabda: “Optimalkan lima hal sebelum (tiba) lima hal lainnya: mudamu
sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu
luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum wafatmu” !
Pendidikan berkualitas menjadi sasaran perlindungan akal dalam
konteks masa kini. Wujudnya adalah reformasi pendidikan Islam secara total
demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dari segi input, proses maupun

output. Pendidikan Islam haruslah berorientasi pada pembinaan pribadi yang

religius sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:
T 5l 08 1357280 S a1 A0 Al L8 T,AL 241 38 1 T5iale ol il

Sk (sl Ly 255 s 0 ki T 55 gl G5 a1 itz call 4 RERAPERE

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:"Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*'?

Ayat tersebut memberikan landasan reformasi pendidikan Islam yang

berorientasi pada pembinaan pribadi religius, penuh toleransi, dan kompetitif.113

111 Rosidin, Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals
Berbasis Magashid Syariah, Jurnal Ulul Albab Vol. 17 No. 1, (t.tp ; tp ; 2016), hal. 44

112 9S. Al-Mujadalah ayat 11

113 Rosidin, Internasionalisasi Pendidikan...,hal. 47
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Perlindungan keluarga telah mengalami perkembangan cakupan,
karena bukan hanya ditujukan pada perikemanusiaan melainkan juga terhadap
peri kemakhlukan. Poin global goals yang relevan dengan perikemanusiaan
adalah keberlanjutan kota dan komunitas serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan poin global goals yang relevan dengan peri kemakhlukan adalah air
bersih dan sanitasi, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, dan kehidupan di
darat.!** Perlahan dunia mulai merasakan akan pentingnya poin SDGs. Gejala
kebutuhan global tersebut bisa dirasakan di beberapa di belahan dunia.
contohnya kebutuhan akan ketersediaan air bersih, perbaikan sanitasi untuk
mencegah banjir, aksi reboisasi, gerakan penanaman pohon, dan penghijauan
untuk menjaga iklim agar tidak mengalami global warming, melestarikan aneka
hayati dan menjaga terumbu karang di bawah laut, menjaga daerah konservasi
hewan langka yang dilindungi, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan oleh
semua pihak. Maka harus ada kerjasama antar berbagai elemen dalam mencapai
tujuan yang telah disepakati bersama.*®

Kesejahteraan umum terumuskan dalam banyak poin dalam SDGs. Ada
beberapa poin yang selaras dengan perlindungan harta, yaitu: tanpa kemiskinan;
tanpa kelaparan; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; mengurangi
kesenjangan; serta konsumsi dan produksi bertanggung jawab.*'® Hal ini selaras

dengan QS. Al-Bagarah ayat 267:

14 1bid., hal. 48
115 1bid., hal. 49
118 1bid., hal. 50
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Gl S Y 5 LY (s a8 62 A0 T g 208 U il e 1588511 3l 301 G0
Nhea 2k i ) 5al) 5% ) slaadd 1Y) aidal, i 5 AL

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha
Terpuji”. 1t

Dan QS. Al-Hasyr ayat 7:

o3 oSl il 5 sl sy J 3505 a8 g ) JAT Be 41505 e S el L

20 -

540 A a8 L 53048 (5030 a0 Loy B oL W (" 55 5380 Y o8 it

SELE SR -

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-
orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nyq ”.118

Berikut sebaran poin SDGs dalam perspektif magashid syariah:

Tabel 2. 2
SDGs dalam Perspektif Magashid Syariah
1 Hifdz ad-din — Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
2 Hifdz an-nafs | — Kesehatan yang Baik dan kesejahteraan

— Keberlanjutan Kota dan Komunitas

117 QS. Al-Bagarah ayat 267
118 QS. Al-Hasyr ayat 7
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3 Hifdz al-aql -

Pendidikan Berkualitas

4 Hifdz al-mal —

Tanpa Kemiskinan

Tanpa Kelaparan

Energi Bersih dan Terjangkau

Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi

Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Mengurangi Kesenjangan
Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

5 Hifdz al-ird -

Kesetaraan Gender

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Air Bersih dan Sanitasi

Aksi terhadap Iklim

Kehidupan Bawah Laut
Kehidupan di Darat*®

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah berusaha melakukan

beberapa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah lain yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

118 Mohamad Anang Firdaus, Magashid Al-Syariah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam
Konteks UN Sustainable Development Goals, JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic
Education Vol. 1, No. 1, (Kediri: IAIN Kediri, 2018), hal.84
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Tabel 2. 3

Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Isi Rangkuman Penelitian

1 | “Perancangan Sistem | Metode pengumpulan data pada penelitian ini
Informasi Pendataan | diperoleh dari sumber data primer yang
Penduduk Berbasis | didapatkan melalui observasi dan wawancara,
WEB Menggunakan | serta sumber data sekunder yang didapat
Metode  Waterfall | melalui buku-buku dan jurnal. Penelitian ini
Pada Desa Bogorejo | bertujuan untuk melakukan perancangan
Kecamatan Sistem Informasi Penduduk Berbasis Web
Gedongtataan”. Menggunakan Metode Waterfall. Yang
Disusun oleh Aprilia | menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah
Arisanti dari Jurusan | stakeholder Pemerintah Desa Bogorejo.
Sistem  Informasi, | Batasan masalah pada penelitian ini hanya
Sekolah Tinggi | membahas mengenai perancangan sistem
Manajemen informasi pendataan penduduk yang meliputi
Informatika dan | modul entry data, pencarian data, dan
Komputer (STMIK) | pelaporan data penduduk pada Pemerintah
Pringsewu Desa Bogorejo dengan menggunakan Metode
Lampung.*?° Waterfall yang merupakan metode yang dapat

digunakan khusus untuk perancangan sebuah
informasi. Dan simpulan dalam penelitian ini
menjelaskan bahwa adanya perancangan
tersebut  diharapkan  dapat membantu
pemerintah desa mendata penduduk pada desa,
karena  sistem informasi penduduk
menyediakan proses pembuatan surat-surat
kependudukan dan pembuatan laporan serta
statistik kependudukan.

2 | “Partisipasi Penelitian ini  menggunakan  deskriptif
Masyarakat  dalam | kualitatif. Data diperolen dari survey,
Pembangunan Desa | wawancara, dan kuesioner. Pengambilan
(Studi Kasus Desa | sampel penelitian ini  dengan teknik
Balesari Bansari | probability sampling. Penelitian ini bertujuan
Kabupaten untuk  mengetahui  tingkat  partisipasi
Temanggung)”. masyarakat dan mengetahui faktor-faktor yang

Disusun oleh Sarah
Nurmalia Putri dari
Fakultas Ekonomika
dan Bisnis,

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa di Desa Balesari.
Tingkat partisipasi masyarakat di Desa
Balesari menunjukkan partisipasi pemberian
ide atau gagasan berada pada kategori tinggi,
sumbangan tenaga dalam kategori sangat

120 Aprilia Arisanti, Perancangan Sistem Informasi Pendataan Penduduk Berbasis Web

Menggunakan Metode Waterfall Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedongtataan, Jurnal Imatec
Vol. 8 No. 2, (Lampung: STMIK Pringsewu Lampung, t.th)



63

Universitas
Diponegoro.t?

tinggi, bentuk sumbangan material, dan
sumbangan dana pada kategori tinggi. Rata-
rata partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa di Desa Balesari tergolong
tinggi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di Desa
Balesari adalah kesadaran dan kemauan, usia,
jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan.

“Pendataan
Penduduk pada Desa
Salatiga Kecamatan

Mandor Kabupaten
Landak berbasis
Website”.  Disusun

oleh Noviyanti P dan
Yuliana , Institut
Shanti Buana.'??

Pada alur penelitian ini dilakukan perumusan
masalah dengan observasi dan wawancara
dengan Kepala Desa Salatiga. Pendataan
penduduk menjadi suatu kegiatan yang harus
dan dianggap penting di era pemerintahan,
baik pemerintah daerah maupun pemerintah
provinsi. Tujuan dari penelitian ini untuk
membantu memudahkan pihak desa dalam
melakukan  pendataan. Menurut  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kalimantan Barat data penduduk sangat
penting dan dapat dijadikan acuan sebagai
informasi  untuk  melakukan  analisis
kependudukan.  Analisis tersebut dapat
menghasilkan informasi seperti pendidikan,
kewarganegaraan, dan agama atau hal lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dapat disimpulkan bahwa pendataan penduduk
di Desa Salatiga berbasis web ini dapat
digunakan untuk melakukan penambahan data
penduduk desa, ubah atau update penduduk
desa, dan menghapus data penduduk desa serta
penduduk dapat melihat detail data pada
website apabila terdapat data yang tidak sesuai

untuk segera diperbaiki. Namun dapat
diharapkan  bahwa ke depan  dapat
dikembangkan dengan menambahkan

beberapa fitur seperti surat menyurat dan
masyarakat atau pengguna dapat melakukan
proses pendataan melalui website agar dapat
memudahkan pihak pengurus desa.

121 Sarah Nurmala Sari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus
Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)”, Skripsi, (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2017)

122 Noviyanti P dan Yuliana, Pendataan pada Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten
Landak Berbasis Website, JIFOTECH (Journal of Information Technology), Vol. 1, No, 1, (t.tp ;
Institut Shanti Bhuana, 2021)
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“Peran Kantor Desa
Blahbatuh dalam
Meningkatkan

Partisipasi
Masyarakat
Terhadap
Administrasi
Kependudukan”.
Disusun oleh Ida
Ayu Gede Adi
Suandewi, Anak
Agung Sagung
Laksmi Dewi, Luh
Putu Suryani,
Fakultas Hukum
Universitas
Warmadewa,

Denpasar, Bali.'?®

Untuk membahas penelitian ini, metode yang
digunakan adalah hukum empiris, dengan
penelitian data lapangan sebagai sumber data
utama seperti wawancara dan observasi. Untuk
menyikapi berbagai masalah yang
berhubungan dengan kependudukan
pemerintah berusaha memperoleh data tentang
kependudukan yang akurat untuk mampu
membuat pemetaan yang tepat guna untuk

menanggulangi  masalah  kependudukan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengungkapkan  peran  Kantor  Desa

Blahbatuh dalam meningkatkan Partisipasi
Masyarakat terhadap administrasi
kependudukan dan menjelaskan faktor yang
mempengaruhi rendahnya partisipasi warga
untuk melaporkan peristiwa penting. Hasilnya
dari penelitian ini yaitu bahwa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu
dengan penyuluhan, sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya administrasi
kependudukan.  Selanjutnya  memberikan
pelayanan prioritas bagi masyarakat berbasis
hati nurani.

“Desa Mandiri
Lestari:  Pendataan
Keluarga di Desa
Pasarean Bogor™.

Disusun oleh Rossi
Iskandar, Universitas
Trilogi.1?*

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
tingkat kesejahteraan masyarakat Desa
Pasarean. Metode yang digunakan dalam
pelaksanaan adalah survei, pendekatan yang
digunakan adalah bottom up dilakukan dengan
cara partisipatif untuk melihat fenomena
secara lebih luas dan mendalam. Dari
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
pendataan ini teridentifikasi bahwa tingkat
kesejahteraan masyarakat desa tergolong pra-
sejahtera, sehingga perlu dikembangkan secara
produktif dan efisien berbagai potensi sosial
ekonomi desa yang ada dengan melibatkan
partisipasi total seluruh masyarakat, berbasis
gotong-royong. Selanjutnya  dilakukan
peningkatan sosio ekonomi, pendidikan,

123 |da Ayu Gede Adi Suandewi, et. all., Peran Kantor Desa Blahbatuh dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2,
No. 3, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2021)

124 Rossi Iskandar, Desa Mandiri Lestari: Pendataan Keluarga di Desa Pasarean Bogor,
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Volume 4, No. 1, (Jakarta Selatan:

Universitas Trilogi, 2021)
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teknologi, dan bantuan lainnya yang dapat
bertambah  besarnya  kemandirian  dan
kelestarian Desa Pasarean dalam penerapan
teknologi tepat guna.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas maka belum
ada penelitian yang membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam
Pendataan Desa Sebagai Tahapan Program Sustainable Development Goals
(SDGs) Desa Perspektif Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Magashid
Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung).
Sehingga penelitian ini dinyatakan perlu dan penting untuk diteliti, agar
memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat
dalam pendataan desa sebagai tahapan program SDGs Desa sesuai peraturan

yang berlaku.



